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ABSTRAK  
Praktik dakwah perempuan di Aceh dalam konteks struktur sosial dan keagamaan 
masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Kajian ini fokus untuk mengeksplorasi 
bagaimana pendakwah perempuan menegosiasikan kesalehan sebagai strategi 
untuk memperoleh legitimasi serta memperluas partisipasi dakwah di ruang publik 
Aceh. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan 
melalui wawancara mendalam dengan 5 orang da’iyah di Kota Langsa, observasi 
dan studi dokumentasi. Untuk mengetahui bagaimana struktur sosial membentuk 
relasi kuasa gender dalam ruang dakwah, maka kajian ini dianalisis dengan 
menggunakan teori patriarki Sylvia Walby. Untuk melihat praktik kesalehan 
sebagai strategi negosiasi pendakwah perempuan di ruang publik Aceh, di kaji 
berdasarkan teori agensi kesalehan Saba Mahmood. Temuan penelitian ini 
mengungkap bahwa pendakwah perempuan di Aceh merupakan aktor keagamaan 
yang aktif menegosiasikan kesalehan, sehingga tetap eksis menyampaikan dakwah 
di ruang publik. Pendakwah perempuan mengembangkan tiga strategi dakwah 
yang adaptif terhadap norma patriarki, yaitu pendekatan emosional dan spiritual 
untuk membangun kedekatan dengan jamaah, penguatan dakwah komunitas 
perempuan sebagai basis sosial, serta adaptasi komunikasi yang kontekstual 
terhadap budaya lokal. Kajian ini menegaskan bahwa ruang publik Aceh 
merupakan arena negosiasi antara agama, budaya,dan relasi kuasa gender dalam 
masyarakat Muslim kontemporer. 
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Kata Kunci: Agensi Kesalehan; Negosiasi; Pendakwah Perempuan; Patriarki; Aceh 
  

ABSTRACT 

Women's Islamic preaching (dakwah) in Aceh operates within patriarchal social and 

religious structures that constrain female religious authority in the public sphere. 

This study examines how women preachers (daiyah) negotiate piety as a strategy for 

gaining legitimacy and expanding their dakwah participation in public life. Using 

qualitative methods, data were collected through in-depth interviews with five 

daiyah in Langsa City, supplemented by observation and documentary analysis. The 

study applies Sylvia Walby's theory of patriarchy to analyze how social structures 

shape gendered power relations in dakwah spaces, alongside Saba Mahmood's 

theory of pious agency to interpret women's negotiation strategies. Findings reveal 

that women preachers in Aceh are active religious agents who sustain public 

visibility through three adaptive strategies: an emotional and spiritual approach to 

build congregational rapport, community-based dakwah among women as a social 

foundation, and contextually sensitive communication attuned to local culture. This 

study contributes to understanding how piety functions not merely as religious 

devotion, but as a form of agency that enables women to navigate patriarchal 

constraints within contemporary Muslim public life. Aceh's public sphere thus 

emerges as a contested arena where religion, culture, and gender intersect. 

 

Keywords: Pious Agency; Negotiation; Women Preachers; Patriarchy; Aceh 

 

 

1. Pendahuluan  

Secara normatif, Islam menegaskan bahwa dakwah dalam maknanya yang paling luas sebagai 

amar ma’ruf nahi munkar, merupakan kewajiban bagi setiap mukmin tanpa pembedaan gender. Allah 

SWT dalam Alquran sangat banyak memberikan penjelasan tentang prinsip kesetaraan antara laki-laki 

dan perempuan. Misalnya dalam Alquran surat At-Taubah ayat 71 dijelaskan kesetaraan laki-laki dan 

perempuan dalam melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar. Surah Al Baqarah ayat 30 tentang tugas 

kekhalifahan, surah Ali Imran 195 menjelaskan tentang kesetaraan dalam meraih prestasi dalam 

ibadah (Sholihah, 2018). 

Beberapa ulama dan cendikiawan Muslim kontemporer, seperti Mahmud Syaltut sebagaimana 

dikutip Hariani (2018), Omid Safi dikutip Falach dan Assya’bani (2020), juga Husein Muhammad 

(2016) menegaskan bahwa tidak ada ayat Alqur’an yang membatasi peran perempuan di ruang publik. 

Sebaliknya, Alqur’an banyak mengisyaratkan kesamaan potensi yang dianugerahkan Allah SWT 

kepada laki-laki maupun perempuan untuk dapat memikul tanggung jawab yang sama di ruang publik.  

Namun dalam praktik sosial, legitimasi perempuan sebagai pendakwah (da’iyah) di ruang 

publik masih kerap mendapat perlakuan diskriminatif karena kuatnya budaya patriarki dan juga 

legitimasi penafsiran agama yang peyoratif (Siregar, 2023). Ketegangan antara prinsip teologis dan 
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budaya patriarki inilah yang menjadikan isu bagaimana pendakwah perempuan menegosiasikan 

kesalehan sebagai strategi untuk memperluas partisipasi dakwah di ruang publik Aceh, khususnya di 

Kota Langsa, Aceh semakin menarik untuk dikaji. 

Patriarki dalam konteks masyarakat Aceh beroperasi melalui tiga jalur yang saling 

menguatkan yaitu, tafsir keagamaan, norma sosial, dan konstruksi moral. Ketiga jalur ini bekerja 

secara sinergis membentuk patriarki berlapis. Tapi umumnya, norma sosial dan konstruksi moral 

dilegitimasi oleh tafsir agama yang seolah-olah seluruhnya adalah bagian dari perintah syariat Islam.  

Pertama, tafsir keagamaan. Terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik 

disebabkan oleh tafsir keagamaan yang dipahami secara tekstual dan parsial oleh masyarakat. Ajaran 

agama tidak di lihat secara mendasar, sehingga menghasilkan interpretasi yang bias gender (Ismail, 

2014). Selain itu, penafsiran agama yang bias gender tidak dapat dipisahkan dari konstruksi patriarki 

yang dibangun oleh hegemoni intelektual ulama laki-laki (Nurmila, 2015). Dominasi tafsir male 

perspective ini menghasilkan interpretasi keagamaan yang menempatkan perempuan secara sistematis 

di luar otoritas publik (Chabibi, 2021). 

Kedua, melalui jalur norma sosial. Norma sosial yang berlaku pada masyarakat Aceh tidak 

selalu bersumber langsung dari teks agama, melainkan dari interpretasi kultural yang 

mengatasnamakan agama. Dalam konteks masyarakat Aceh, perempuan dianggap baik jika mereka 

difungsikan pada hal-hal yang bersifat domestik. Norma sosial ini terus berkembang, sehingga 

muncullah norma yang membatasi perempuan tampil di ruang publik  (Rasyidin, 2014). Pembatasan 

tersebut bukan karena dalil keagamaan yang eksplisit, melainkan karena norma sosial tersebut telah 

dianggap sebagai bagian dari “ajaran syariat” yang tidak perlu dipertanyakan.  

Ketiga, melalui jalur konstruksi moral. Ketika syariat Islam diterapkan tahun 1999, banyak 

orang Aceh melihat cara tersebut merupakan upaya pengembalian Aceh ke masa kejayaannya. Namun 

demikian, ketika syariat Islam mulai berjalan, syariat cenderung dikonstruksi untuk mengatur moral 

perempuan. Perempuan yang tidak berjilbab dianggap tidak baik sehingga sering dipermalukan di 

depan umum (Afrianty, 2013). Perempuan tidak boleh keluar rumah kalau tidak dapat izin suami, 

meskipun dalam keadaan genting (Fakhriati, 2015). Bahkan perempuan dilarang bekerja malam dan 

duduk mengangkang ketika berboncengan di atas sepeda motor (Siregar, 2023). Sebaliknya, laki-laki 

cenderung terlepas dari persoalan-persoalan tersebut.  

Pertautan antara tafsir agama yang bias gender, norma sosial yang membatasi gerak 

perempuan di ruang publik dan konstruksi moral yang menempatkan perempuan sebagai simbol 

kehormatan, menjadikan pendakwah perempuan berada pada posisi yang dilematis. Pada satu sisi, 

pendakwah perempuan di tuntut untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai pendakwah, namun pada 

sisi lainnya mereka harus di tuntut adaptif dengan aturan yang membatasi visibilitasnya di ruang 

publik. Bila kondisi ini dikaji dari kaca mata Walby (1990), dapat dijelaskan lebih tegas, bahwa 

praktik patriarki yang memarjinalkan pendakwah perempuan di ruang publik Aceh, dikuatkan oleh 

sistem sosial berupa institusi  budaya dan agama.  
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Namun demikian, para pendakwah perempuan di Aceh terus berupaya membangun praktik 

dakwah yang adaptif, dengan menegosiasikan identitas keperempuanan, otoritas keagamaan dan 

tuntutan sosial keagamaan yang berlaku di masyarakat. Gerakan seperti ini digambarkan dalam 

beberapa kajian yang menunjukkan keterlibatan tengku inong (ulama perempuan) Aceh dalam 

meningkatkan peran dakwah di ruang publik, meskipun dalam konteks yang terbatas (Maulina, 

Abdullah, Sushartami, & Rahmawati, 2025; Srimulyani, 2016). 

Fenomena inilah yang membuat kajian ini semakin menarik dilakukan, karena ada semacam 

kesadaran teologis pada diri pendakwah perempuan, bahwa dakwah adalah kewajiban universal, 

sementara secara sosiologis mereka menyadari bahwa melaksanakan aktivitas dakwah tersebut 

tidaklah mudah, karena berhadapan dengan nilai yang sudah mapan, seperti dominasi patriarki yang 

memarjinalkan.  

Tentu penelitian ini bukan yang pertama. Sejumlah kajian terdahulu pernah dilakukan oleh 

para sarjana, antara lain Muhsinah (2019) menggambarkan kuatnya perbedaan pandangan masyarakat 

Aceh dalam melihat kedudukan perempuan dalam posisi strategis di lingkungkan Dinas Syariat Islam, 

sehingga perempuan tidak optimal dalam menjalankan perannya. Rakhmawati (2025) menggambarkan 

kepemimpinan perempuan di Aceh Besar yang mampu menggeser kepempimpinan laki-laki karena 

perempuan memiliki kapasitas intelektual, modal sosial, dan aktif di ruang publik. El Adibah, et.all 

(2024), Srimulyani (2016) menggambarkan implikasi kreativitas peran ulama perempuan dalam 

mengembangkan metode pembelajaran yang manarik di pesantren, meskipun di dominasi oleh budaya 

patriarki. Panigoro (2025), Lenni Lestari (2022) dan juga Qoirunnisa (2023) menggambarkan upaya 

perempuan untuk mengatasi hambatan dakwah dan diskriminasi yang bersifat patriarki melalui media 

online. Kajian lainnya dilakukan oleh Sholihah (2018) dalam menyoroti eksistensi pendakwah 

perempuan di tengah domestikasi perempuan dalam budaya patriarki.  

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu tersebut, terlihat bahwa isu perempuan, patriarki, dan 

ruang publik di Aceh maupun dalam konteks dakwah telah cukup banyak dibahas. Namun, beberapa 

penelitian yang telah disebutkan cenderung menyoroti perempuan dalam aspek kepemimpinan, 

pendidikan, birokrasi dan media dakwah, sementara bagaimana pendakwah perempuan 

menegosiasikan identitas kesalehan ketika hadir di ruang publik Aceh yang sarat dengan norma 

patriarkal dan religius, belum banyak dikaji. Inilah yang menjadi distingsi penelitian ini dari kajian 

sebelumnya yang telah ada. Penelitian ini juga tidak hanya melihat perempuan sebagai korban struktur 

sosial, tetapi juga sebagai aktor yang aktif membangun strategi negosiasi sehingga legitimasi religius 

dan sosial dalam masyarakat Aceh tetap eksis. 

Untuk menganalisis persoalan tersebut, kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan 

konsep patriarki Sylvia Walby (1990) untuk melihat cara struktur patriarki bekerja melalui norma 

sosial, tafsir keagamaan dan kontrol moral yang membatasi posisi perempuan di ruang publik Aceh. 

Kajian ini juga akan dianalisis dengan teori kesalehan agensi (docile agency) yang diperkenalkan Saba 
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Mahmood (2005) sehingga dapat diketahui praktik negosiasi yang dilakukan oleh pendakwah 

perempuan sebagai agensi kreatif dan aktif yang shaleh.  

 

2. Metodologi Penelitian  

Penelitian ini di desain dalam bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam cara pendakwah perempuan 

menegosiasiasikan kesalehan, sehingga dakwah yang dilakukan tetap eksis di ruang publik yang di 

bayang-bayangi budaya patriarki dan norma keagamaan yang ketat. Fenomena seperti ini kata 

Creswell tidak cukup dipahami melalui data statistik an sich, tetapi harus ditelusui juga dari 

pengalaman, praktik sosial, relasi kuasa dan konteks budaya yang melingkupinya (Creswell, 2014). 

Studi ini di fokuskan di Kota Langsa dengan jangka waktu penelitian selama 5 bulan, yaitu 

mulai bulan Januari sampai bulan Mei 2026. Informan penelitian berjumlah lima orang pendakwah 

perempuan yang aktif di ruang publik dan dipilih secara purposive berdasarkan pengalaman dakwah, 

keterlibatan publik dan posisi sosial-keagamaan.  

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi guna 

menggali pengalaman serta strategi negosiasi dalam menghadapi norma patriarki. Analisis data 

menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta refleksivitas peneliti (Moleong, 

2013).  

 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1. Membangun Hubungan Emosional dan Spritual dengan Jamaah 

Kajian-kajian tentang pendakah perempuan dalam dakwah menunjukkan bahwa meskipun 

jumlah pendakwah perempuan meningkat, peran mereka di ruang publik masih terbatas, karena 

konstruksi sosial yang menempatkan laki‑laki sebagai satu‑satunya otoritas di ruang publik.  

Dalam konteks Aceh, beberapa penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki dan nilai‑nilai 

agama yang menyatu membuat masyarakat lebih siap menerima perempuan sebagai “objek dakwah” 

dari pada “subjek” otoritas. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan, dimana pembatasan 

peran pendakwah perempuan di ruang publik Kota Langsa terfragmentasi dari praktik dakwah yang di 

dominasi oleh mayoritas pendakwah laki-laki. Ruang dakwah, seperti masjid, majelis taklim, 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), hingga forum dakwah pemerintah umumnya di isi oleh 

pendakwah laki-laki. Pendakwah perempuan lebih banyak hadir di forum-forum keagamaan berbasis 

komunitas terbatas, seperti pengajian dan majlis taklim ibu-ibu. Fakta ini menguatkan, bahwa budaya 

patriarki selalu memiliki stigma negatif terhadap kaum perempuan.  

Praktik patriarki seperti ini disebut Walby dengan istilah patriarki publik, karena perempuan di 

marjinalkan dan ditundukkan melalui segregasi dan subordinasi di ruang publik. Walby juga 



Aprina dan Mawardi Siregar | 117 

 

Orasi: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi | Volume 17 No. 1 Juli 2026 

memperkenalkan isitlah patriarki privat, yaitu patriarki yang berpusat di rumah tangga dengan strategi 

mengeksklusi perempuan dari ruang publik (Walby, 1990). 

Kedua bentuk patriarki tersebut bisa bekerja secara bersamaan. Legitimasi di ruang publik 

sebagian dibangun atas keberhasilan di ruang domestik. Artinya, seorang perempuan harus terlebih 

dahulu membuktikan diri sebagai ibu dan istri yang baik sebelum diakui sebagai penceramah 

(Hidayati, 2015). Wajah patriarki privat sering kali melekat dala diri seorang perempuan meskipun 

sudah bergerak ke ruang publik. Sebagaimana misalnya pengalaman keberhasilan perempuan salafi di 

Kota Metro Lampung yang cenderung bersifat tertutup dan dibatasi geraknya oleh para suami, dan 

ternyata mampu bergerak maju dan tidak ketinggalan (Khotijah & Madkur, 2018).  

Selanjutnya, Walby menegaskan bahwa patriarki bukan sistem tunggal yang monolitik, 

melainkan terdiri dari enam struktur utama yang berkait kelindan saling memperkuat antara satu sama 

lain. Keenam struktur tersebut, yaitu produksi rumah tangga, hubungan patriarki dalam kerja berbayar, 

hubungan patriarki dalam negara, kekerasan laki-laki, seksualitas, dan lembaga budaya termasuk 

agama, pendidikan dan media. 

Dalam konteks pendakwah perempuan Kota Langsa, salah satu dari keenam struktur yang 

menyebabkan perempuan termarjinalisasi di ruang publik adalah konstruksi sosial, termasuk budaya 

dan agama di tingkat masyarakat. Penelitian ini mengungkap secara nyata dari pengalaman seorang 

pendakwah perempuan di Langsa yang mendapat penolakan dari perangkat desa dan warga ketika 

hendak mengisi ceramah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Maulidan di Aceh 

biasanya adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat di lapangan terbuka dan 

penceramahnya selalu di isi oleh pendakwah laki-laki. Jamaahnya juga lebih banyak, terdiri dari laki-

laki dan perempuan. Ketika di wawancarai, informan menggambarkan pengalamannya;  

“Saya pernah diundang untuk mengisi ceramah Maulid Nabi di salah satu desa. Namun 

beberapa perangkat desa yang mayoritas laki-laki, menolak penceramah perempuan sehingga 

akhirnya saya diganti dengan penceramah laki-laki saja. Saya tidak tau apa alasan penolakan, 

cuma saya berpikir kalau masyarakat di desa itu ingin menjaga agar perempuan tidak menjadi 

pusat perhatian di ruang publik” (Masyitah, 2026). 

 

Penolakan yang dialami oleh pendakwah perempuan di Langsa mencerminkan kuatnya norma 

sosial dan budaya yang seolah-olah meragukan kapasitas perempuan sebagai pemilik otoritas 

keagamaan di ruang publik. Kondisi ini sejalan dengan pengalaman perempuan di Kecamatan 

Darussalam Aceh Besar, yang diragukan kemampuannya untuk memimpin. Kuatnya tekanan struktur 

patriarki dan keagamaan menyebabkan terbatasnya akses perempuan kedalam ruang publik, padahal 

perempuan tersebut memiliki kapasitas kepemimpinan (Hilmiati, Dewi, & Zuherni, 2022).   

Penolakan perangkat desa laki-laki terhadap seorang pendakwah perempuan dalam kajian ini, 

adalah manifestasi patriarki publik yang mengontrol akses perempuan ke forum keagamaan resmi. 

Maka untuk menghadapi resistensi tersebut, pendakwah perempuan melakukan dakwah dengan 

pendekatan emosional spiritual. Sepanjang pengamatan yang dilakukan, pendekatan ini dipilih 

pendakwah perempuan untuk membangun penerimaan sosial di tengah kultur patriarki yang sering 
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memandang perempuan kurang layak tampil di ruang publik. Pendakwah perempuan menggunakan 

bahasa dakwah yang lembut dan persuasif, lebih menonjolkan keteladanan moral dan kesalehan 

personal, serta menjalin kedekatan emosional dengan jamaah.  

Pendekatan ini dapat dibaca sebagai bentuk agensi religius yang halus. Pendakwah perempuan 

aktif beradaptasi dengan norma sosial keagamaan yang berlaku agar tetap di terima oleh masyarakat. 

Keagenan seperti ini disebut Mahmood (2005) dengan kepatuhan yang saleh. Dalam konteks ini, 

Mahmood menolak anggapan bahwa kepatuhan perempuan terhadap norma agama identik dengan 

kepasifan. 

Apa yang dikemukakan Mahmood, memiliki benang merah dengan apa yang dijelaskan oleh 

Walby, bahwa patriarki bukan determinisme yang kaku melainkan bersifat dinamis dan dapat 

dinegosiasikan. Dalam kerangka inilah strategi emosional spiritual pendakwah perempuan dapat 

dibaca sebagai negosiasi di dalam struktur. Pendakwah perempuan tidak menantang pembagian peran 

secara frontal, melainkan mengisi celah yang ditinggalkan sistem patriarkal, yaitu mengisi kebutuhan 

afektif dan spiritual perempuan yang tidak terakomodasi oleh penceramah laki-laki. 

Temuan penelitian ini juga mengungkap, bahwa pendakwah perempuan di Kota Langsa tidak 

menolak norma agama maupun struktur sosial masyarakat Aceh. Justru dalam menjalankan aktivitas 

dakwah di ruang publik, pendakwah perempuan selalu mengedepankan ajaran Islam dengan 

menekankan pada sifat sabrun (kesabaran dalam mengendalikan diri), rahmah (kasih sayang dan 

empati), serta shiddiq (menjunjung tinggi kejujuran). Melalui pendekatan emosional kepada jamaah, 

para pendakwah perempuan dapat memberikan dakwah dalam situasi yang persuasif dan proporsional. 

Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang informan; 

“Insya Allah kalau disampaikan dari hati akan menyentuh hati jamaah. Jadi kita sebagai 

pendakwah harus menjalin hubungan erat dengan jamaah tanpa harus mengabaikan aturan 

syariat. Kita harus punya upaya yang adaptif, agar dakwah dapat berjalan dengan baik dan apa 

yang kita sampaikan itu bisa diterima secara baik oleh jamaah” (Sembiring, 2026).  

 

Informasi di atas menggambarkan bahwa pendakwah perempuan menyadari tugas dakwah 

adalah kewajiban, dan dalam melaksanakannya tidak boleh melanggar etika keagamaan. Pengalaman 

ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut Mahmood dengan istilah ethical self-cultivation 

(pembentukan etika diri yang sadar), karena pendakwah perempuan menyampaikan dakwahnya 

berdasarkan tradisi moral keagamaan. Pendakwah perempuan tidak berdakwah karena terpaksa oleh 

sistem, tetapi berdakwah karena menghayatinya sebagai ibadah dan kewajiban spiritual yang autentik. 

Menghayati aktivitas dakwah sebagai kewajiban spiritual, menyesuaikan gaya bahasa dan 

materi dakwah bukan karena terpaksa, menunjukkan agensi yang tinggi. Meminjam kaca mata 

Mahmood, pendakwah perempuan di Langsa dapat dikatakan sebagai agensi kreatif yang shaleh. 

Selain mampu membaca situasi dan merespons secara tepat situasi jamaah yang mengitarinya, 

pendakwah perempuan juga dapat berdakwah tanpa harus melanggar nilai yang dianut masyarakat. 

Hal ini terekam dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang informan;  
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“Jamaah perempuan yang hadir di majelis ilmu, rata-rata membawa beban kehidupan mereka 

masing-masing. Maka saya hadir di sana lebih bersifat lemah lembut dan lebih banyak 

mendengarkan, jadi memang saya buka sesi tanya jawab, apa keluhan mereka, apa kendala yang 

sedang mereka hadapi” (Syatriah, 2026).  

 

Cara pendakwah perempuan di Langsa dalam menegosiasikan kesalehan melalui pendekatan 

emosional dan spiritual, menunjukkan kemampuan kreatif mereka dalam memelihara kesinambungan 

aktivitas dakwah, meskipun dihadapkan dengan ruang yang dibingkai oleh patriarki. Pendakwah 

perempuan menginternalisasi ajaran agama sebagai panduan yang bermakna dalam melaksanakan 

aktivitas dakwah. Jadi bentuk agensi pendakwah perempuan di Langsa sejalan dengan norma sosial 

dan agama, bukan sebaliknya melawan norma tersebut. 

Menginterpretasikan ajaran agama sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari kata Mahmood, 

merupakan salah satu bentuk kesalehan. Sebagaimana misalnya pengalaman sejumlah perempuan di 

Indonesia yang taat menjalankan ajaran agama, misalnya memakai jilbab untuk menutup aurat, 

menjalankan aktivitas domestiknya, taat pada suami, mengurus anak di rumah adalah wujud kesalehan 

dalam menjalankan perintah agama dan ketaatan kepada Allah SWT (Putri & Poerwandari, 2024).   

Dengan demikian, fenomena yang dilakukan pendakwah peremuan di Kota Langsa dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai pendakwah, dapat dibaca sebagai bentuk negosiasi non-

konfrontatif. Artinya, pendakwah perempuan eksis berdakwah tanpa melawan struktur dominan, 

melainkan mengisi kebutuhan afektif ruhiyah jamaah yang belum terakomodasi dalam ruang 

keagamaan dengan berdasarkan petunjuk ajaran agama. Dari sinilah kemudian dipahami, bahwa 

aktivitas dakwah perempuan di Kota Langsa beroperasi sebagai soft power yang hadir berbasis norma 

keislaman. 

 

3.2 Penguatan Dakwah Berbasis Jamaah Perempuan  

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penguatan dakwah berbasis jamaah perempuan 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan pendakwah perempuan untuk menjaga kesinambungan 

dakwahnya di Kota Langsa. Terlihat secara jelas, bahwa komunitas perempuan menjadi basis penting 

bagi pendakwah perempuan. Aktivitas dakwah tersebut berlangsung di berbagai tempat dan 

kesempatan, seperti di café, di majelis taklim, perwiritan kaum ibu maupun pengajian rutin mingguan 

dan bulanan yang dilaksanakan di masjid dan mushalla.  

Satu sisi, memilih strategi penguatan jamaah berbasis komunitas perempuan dapat disebut 

sebagai bagian dari bentuk kesadaran pendakwah perempuan terhadap kapasistas dan potensi yang 

dimilikinya. Tetapi pada sisi lain, pilihan strategi ini sebenarnya adalah bentuk kesadaran dalam 

menjaga kesinambungan dakwah dan ketidak inginan mereka untuk melawan ajaran agama. Kondisi 

ini sama seperti pengalaman yang tergambar dari gerakan aktivis pendakwah perempuan Nurul Jannah 

al Firdaus, yang lebih memilih memberdayakan komunitas perempuan miskin kota melalui kegiatan 

tabligh, bimbingan dan pengajaran baca tulis untuk melanggengkan aktivitas dakwahnya (Hasanah, 

2013).  
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Dalam pandangan Walby (1990), komunitas-komunitas dapat dibaca sebagai ruang negosiasi 

mikro (micro-spaces of negotiation) bagi perempuan. Walby ingin membantah secara kritis pandangan 

Goldberg (1989) yang mengatakan, bahwa penguatan komunitas perempuan justru semakin 

mengisolasi perempuan di ruang domestik-privat. Senyatanya kata Walby, komunitas-komunitas bagi 

perempuan tidak hanya mereka terima apa adanya, tetapi mereka secara aktif mengelolanya dengan 

baik. 

Itulah sebabnya, dari observasi yang dilakukan, majelis taklim, pengajian di rumah-rumah dan 

forum keagamaan majelis taklim perempuan di Kota Langsa, menjadi ruang bagi pendakwah 

perempuan untuk menyampaikan ceramah agama sekaligus membangun jejaring sosial, saling 

mendukung dan memperkuat identitas religius. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan 

oleh salah satu informan;  

“Kebutuhan para perempuan terhadap ilmu, terhadap pembinaan dan pengajian itu lebih 

diutamakan dan lebih dibutuhkan. Komunitas sangat membantu untuk terus menambah ilmu 

dan saling menguatkan” (Sari, 2026).  

 

Informasi di atas paralel dengan temuan Mahmood tentang perempuan dalam gerakan 

keagamaan di Mesir yang mengajarkan nilai-nilai kesalehan di majelis taklim. Majelis serupa di Kota 

Langsa bukan hanya ruang transmisi ilmu, tetapi ruang pembentukkan subjek saleh (pious subjects) 

yang sadar dan aktif.  

Dari sini dipahami bahwa pendakwah perempuan merupakan agen yang secara aktif 

memelihara, menghidupkan dan memperluas sistem keagamaan dari internal mereka sendiri. Menurut 

Abu Lughod (2002), komunitas perempuan Muslim seperti ini tidak hanya pasif tunduk menuruti 

patriarki, tetapi mereka adalah aktor yang membangun ruang kesadaran dan keberadaan, meskipun itu 

dalam konteks lokal mereka. Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari seorang informan;  

“Saya memiliki kelompok binaan khusus perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin 

dan sudah berjalan selama kurang lebih Sembilan tahun. Anggota di dalam kelompok itu 

umumnya adalah ibu-ibu. Kami memanfaatkannya sebagai sarana silaturahmi untuk saling 

berbagi informasi, ilmu pengetahuan dan saling menasehati dan mendukung untuk kebaikan 

bersama. Kalau ada salah satu anggota yang sakit akan dibantu, kalau ada anggota 

keluarganya yang meninggal akan disantuni”. (Rahmawati, 2026). 

 

Informasi di atas memberikan gambaran pemanfaatan komunitas sebagai ruang negosiasi 

dakwah perempuan. Dengan demikian, istilah bahwa majelis taklim, kelompok pengajian rumahan, 

majelis perempuan, dianggap sebagai ruang untuk mengisolasi gerak pendakwah perempuan sangat 

tidak tepat. Meskipun demikian, tetap harus dipahami bahwa aktivitas pendakwah perempuan di Kota 

Langsa, tidak serta merta menghasilkan kesetaraan, karena pada masyarakat yang berpandangan 

doktrin patriarki, bagi mereka tetap saja apa yang dilakukan pendakwah perempuan di Kota Langsa 

adalah bagian dari pengisolasian dari wilayah publik. Sebagaimana misalnya yang dijelaskan Hapke 

(2013), tentang paradoks gender di Kerala India, yang menunjukkan bahwa tingginya kapasitas 
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perempuan tidak otomatis menghasilkan kesetaraan otoritas di ruang publik, karena ideologi patriarki 

bekerja lebih dalam dari sekadar kebijakan formal. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan Rahmawati, memberikan indikasi fungsi komunitas 

pengajian perempuan menjadi ruang penyangga (buffer space) bagi seorang pendakwah perempuan 

untuk membangun otoritas sosial sebelum tampil di ruang publik. Jadi komunitas bagi pendakwah 

perempuan, berubah wujudnya dari isolasi kepada penguatan legitimasi. Hampir sama dengan yang 

dilakukan oleh Sinta Nuriyah yang aktif melakukan advokasi terhadap komunitas yang sering 

mengalami diskriminasi sosial, kekerasan, pelarangan ibadah, hingga penolakan dari mayoritas 

Muslim. Sinta Nuriyah bukan hanya sebagai aktivis sosial, tetapi sekaligus figur keagamaan 

perempuan yang memiliki legitimasi moral dan religius untuk berbicara tentang Islam, kemanusiaan, 

dan keadilan sosial (Widiyanto, 2015).  

Dengan demikian, penguatan komunitas perempuan di Kota Langsa tidak sekadar mengisolasi 

pendakwah perempuan, tetapi tetap menjadi proses negosiasi di mana perempuan membangun pondasi 

otoritas, sehingga ketika tampil di ruang publik, kehadiran mereka telah dibawa oleh legitimasi sosial 

keagamaan yang kuat dari dalam komunitas. 

 

3.3. Adaptasi Komunikasi Kontekstual Dengan Budaya Lokal 

Dalam masyarakat Aceh yang secara hsitoris menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas 

keagamaan di ruang publik, kehadiran perempuan sebagai pendakwah tidak serta merta mendapat 

pengakuan. Pendakwah perempuan harus membangun legitimasinya melalui berbagai cara yang 

berlaku di masyarakat. Kondisi inilah yang dijelaskan oleh Max Weber, bahwa seseorang yang ingin 

menjalankan peran kepemimpinan, termasuk kepemimpinan keagamaan harus memiliki kesadaran 

penuh terhadap tekanan etis dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Lebih jauh Weber 

menegaskan bahwa legitimasi yang sejati tidak dibangun semata dari pengakuan formal, melainkan 

keteguhan moral dan konsistensi tindakan dalam menghadapi berbagai tekanan sosial (Weber, 2015). 

Berdakwah pada masyarakat yang masih kental pengaruh patriarkinya tentu sangat sulit bagi 

pendakwah perempuan. Selain harus berhadapan dengan struktural, juga berhadapan dengan kultural 

di ruang publik. Itulah sebabnya, kemampuan beradaptasi dengan konteks budaya lokal turut 

menentukan keberlanjutan dakwah yang dilakukan oleh pendakwah perempuan (Ulfa, Kabir, Solihu, 

& Saari, 2025). Fakta ini juga tergambar dari pengalaman pendakwah perempuan pada komunitas 

urban Kota Kudus yang melakukan pendekatan berbasis budaya, agar dakwahnya dapat berhasil 

(Hidayah, Atabik, & Karim, 2025).   

Pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan pendakwah perempuan di Kudus, kajian ini juga 

mengungkap bahwa salah satu strategi yang dilakukan pendakwah perempuan di Kota Langsa untuk 

menegosiasikan kesalehan adalah membangun komunikasi yang kontekstual, dan beradaptasi dengan 

budaya setempat. Pilihan untuk menggunakan strategi ini, karena pendakwah perempuan menyadari 

bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi keadaban, kesopanan dan kehormatan perempuan. 
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Strategi ini tidak hanya pemilihan aspek bahasa, tetapi mencakup pemilihan materi, gaya 

penyampaian, intonasi dan ritme interaksi yang disesuaikan dengan latar belakang usia, tingkat 

pendidikan, serta konteks sosial budaya jamaah. Hal ini terekam dari pengakuan dari seorang 

informan;  

“Dalam berdakwah saya selalu menyesuaikan bahasa, cara penyampaian, menjaga kelayakan 

busana dan juga mempersiapkan pesan-pesan dakwah yang saya sesuaikan dengan jamaah. 

Kalau berdakwah di kalangan masyarakat desa, maka bahasa yang saya gunakan sederhana dan 

mudah di pahami mereka. Kalau berdakwah kepada orang-orang tua saya menggunakan 

intonasi yang lemah lembut dan materinyapun saya pilih yang mengarah pada mengingat mati, 

peningkatan amal ibadah” (Rahmawati, 2026). 

 

Berbicara kepada manusia sesuai kadar kemampuan mereka merupakan prinsip komunikasi 

yang di kembangkan oleh para ulama. Bahkan dalam perspekstik komunikasi modern, hal ini sejalan 

dengan konsep aundience-centered-communication yang menempatkan karakteristik penerimma pesan 

sebagai titik berangkat dalam merancang strategi komunikasi (Littlejohn & Foss, 2008). 

Selain menggunakan pendekatan bahasa, pendakwah perempuan juga melakukan adaptasi 

budaya. Sebagaimana yang digambarkan oleh seorang informan; 

“Pada saat menyampaikan dakwah, saya selalu menyesuaikan diri dengan jamaah. Saya 

misalnya kadang-kadang menggunakan bahasa yang bercampur-campur. Kadang bahasa Jawa 

kalau jamaahnya orang Jawa. Karena kita tidak bisa memaksakan cara kita sendiri terhadap 

jamaah, jadi harus bisa menyesuaikan diri dengan latar belakang, baik itu usia, pendidikan, 

pekerjaan dan sebagainya. Maka keragaman jamaah itu menuntut untuk mampu membaca 

situasi agar dakwah berhasil” (Sembiring, 2026). 

 

Informasi yang dijelaskan di atas menunjukkan adanya kesadaran pendakwah perempuan dalam 

melihat heterogenitas jamaah, sehingga pendakwah harus lebih memilih menyesuaikan cara 

berdakwah. Perbedaan usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, bahkan budaya turut mendorong 

pendakwah untuk memilih bahasa, gaya komunikasi, maupun materi dakwah. Dalam konteks ini, 

dakwah tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan an sich, tetapi sebagai praktik 

komunikasi interpersonal yang memerlukan kemampuan adaptasi dan negosiasi sosial. 

Strategi komunikasi kontekstual yang dilakukan pendakwah perempuan menunjukkan adanya 

proses negosiasi melalui budaya lokal. Negosiasi seperti ini dapat membantu keberhasilan seorang 

pendakwah dalam membangun otoritas keagamaan di ruang publik. Dalam perspektif teori akomodasi 

komunikasi Howard Giles (2016) disebutkan, bahwa penyesuasian gaya komunikasi, biasanya 

dilakukan oleh seorang komunikator untuk membangun kedekatan sosial dan penerimaan jamaah.  

Praktik dakwah yang dilakukan pendakwah perempuan melalui penyesuaian komunikasi, 

merupaka satu bentuk strategi agar pesan dakwah lebih mudah diterima oleh masyarakat yang 

memiliki latar belakang beragam. Adaptasi ini menrut Walby (1990) adalah respons terhadap tekanan 

struktural patriarki budaya. Namun dalam pandangan Mahmood, adaptasi ini disebutnya sebagai 

ekspresi agensi normatif pendakwah dalam merespons audiens secara kontekstual dengan menjalankan 

prinsip dakwah Islam. 
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Dua pandangan ini menggambarkan kompleksitas posisi pendakwah perempuan yang 

bernegosiasi, sekaligus berkreasi dalam sistem yang mengitarinya. Dengan demikian, adaptasi 

komunikasi kontekstual yang dilakukan pendakwah perempuan di Kota Langsa merupakam proses 

berlapis yang saling menopang dan membentuk strategi negosiasi yang tidak hanya efektif secara 

komunikatif, tetapi juga berkelanjutan secara sosial di tengah tekanan patriarkal.  

 

4. Simpulan dan Saran  

4.1. Simpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendakwah perempuan di 

Kota Langsa, Aceh, bukanlah subjek pasif yang tunduk pada tekanan patriarki. Pendakwah perempuan 

merupakan agen keagamaan yang aktif dan kreatif dalam menegosiasikan kesalehan dalam 

mempertahankan eksistensi dakwahnya di ruang publik. Melalui analisis berbasis teori patriarki Sylvia 

Walby dan agensi kesalehan Saba Mahmood, ditemukan tiga strategi negosiasi utama yang dilakukan 

pendakwah perempuan. Ketiga negosiasi ini berjalan secara sinergis, yaitu: pertama, bernegosiasi 

melalui pendekatan emosional dan spiritual untuk membangun kedekatan dengan jamaah sekaligus 

mengisi kebutuhan ruhiyah yang tidak terakomodir oleh penceramah laki-laki. Kedua, bernegosiasi 

melalui penguatan komunitas jamaah perempuan, seperti majelis taklim, perwiritan kaum ibu dan 

pengajian di rumah-rumah. Komunitas ini berfungsi sebagai buffer space (ruang penyangga) legitimasi 

sosial sebelum pendakwah perempuan tampil di forum publik yang lebih luas. Ketiga, adaptasi 

komunikasi kontekstual dan budaya setempat. Ini dilakukan pendakwah perempuan dengan cara 

menyesuaikan bahasa, materi dan gaya penyampaian sesuai dengan latar belakang usia, tingkat 

pendidikan dan nilai budaya lokal.  

Temuan ini menguatkan, bahwa meskipun budaya patriarki di Aceh bekerja secara berlapis 

melalui tafsir keagamaan, norma sosial dan konstruksi moral, namun pendakwah perempuan dapat 

bernegosiasi dengan menjunjung tinggi ajaran Islam itu sendiri. Pendakwah perempuan tidak hanya 

menjadikan kesalehan sekadar kepatuhan religius, melainkan instrumen agensi sosial yang halus dan 

berkelanjutan. Dengan demikian, ruang publik Aceh bukan ruang yang sepenuhnya tertutup bagi 

otoritas keagamaan perempuan. Ruang publik Aceh merupakan arena negosiasi yang dinamis antara 

agama, budaya, dan relasi kuasa gender. 

 

4.2. Saran-saran  

Berdasarkan temuan di atas, dapat disampaikan beberapa saran. Bagi peneliti selanjutnya, 

kajian ini dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan wilayah ke kabupaten-kabupaten lain di 

Aceh, atau dengan menggunakan pendekatan komparatif antara pendakwah perempuan di Aceh 

dengan daerah lain di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif tentang variasi strategi negosiasi pendakwah perempuan. Selain itu, penelitian 
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kuantitatif yang mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap otoritas keagamaan perempuan 

juga perlu dilakukan untuk melengkapi temuan kajian kualitatif ini.  

Bagi praktisi dakwah dan lembaga keagamaan, temuan ini dapat menjadi dasar pengembangan 

program pelatihan pendakwah perempuan dalam meningkatkan kompetensi keagamaan, dan juga 

kecerdasan emosional serta kemampuan komunikasi kontekstual. Bagi pemangku kebijakan, 

khususnya pemerintah Aceh, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemberian ruang dan 

pengakuan yang lebih setara bagi pendakwah perempuan di forum-forum keagamaan resmi sebagai 

bentuk implementasi prinsip dakwah yang inklusif dan berkeadilan gender. 
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